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Menglngat

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANa

ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 ^

Blpm KEPULAUAN TALAUD,

bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupatgn Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2015
tentang i^pg^ar^endapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Angga^git)l6, perlu di tetapkan Peraturan Bupati
Kepulauan Talaud Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Anggaran 2016 sebagai landasan
operasional pelaks^&'̂ BD Tahun Anggaran 2016;
: 1. Undang-Undanfe^j|̂ ^ 8 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabu^^n Kepulauan Talaud di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembarai |̂gara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor :||1^^am'̂ an Lembaran Negara
Republik Indonesia No^£21^0);

2. Undang-Undang Nomor "17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (I^embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 66. Ta^bahan Lembaran Nega^
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undaag-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nega;ra
Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negaia RepubKk Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 te^ang
Perimbangan Keuangan Antara Penjerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepubUk

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
^^Publik Indonesia Nomor 4438);

fadang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
(Lembaran Negara Republik

' "f 130, Tambahan Umbaran
<epublik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-^ang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
P'iraturan Perundang-Undangan

(Lembara%#Sgara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, T^jahan Umbaran Negara Republik
Indonesia N|||̂ ^5234);

9. Undang-Und^ N^or 6Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Nlgara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tai^^.^i^^Leinbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54?"

10. Undang-Undang r^mor Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah ^^^b^n Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia" Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



ssai--'-.""-

Tahun 2001 homor 118, Tambahan Lembaran Negai^
Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retabus. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

M.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralg-at Daerah (Umbaran

^egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
|ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
HI6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

flS Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007Perubahan Ketiga Atas Pcraturan Pemerintah
-4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keu^gM Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan

IS. Peratura^^gjierintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana P^rim^an (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

le.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keyama^^ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Mn 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara R^ublik Monesia Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah^aorV Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan d\p^pgLasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; " "

IS.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);



O.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Woman Penyusunan Peraturan Dewan Penvakilan
a^at Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwaldlan

Rakyat;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pcmerintahan (Umbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)-

22. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2010 tentang
^edudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah
"m WaJdl Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

_;donesia Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4028);

Nomor 2Tahun' 2012 tentang
Hi%^aerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia

Lembaran Negara
Nomor5272);

24. Peraturaii\p4lerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 t^g Dana Desa yang bersumber dari
^8garan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Repu^fc Monesia Tahun 2014 Nomor 168.
Tambahan Leiibaran Negara Republik Indonesia Nomor
55S8) sebagaimgjsa^wrpl di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor ^ahun 2015 tentang Dana Desa
yang bersumber da# to^rg|Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Ne^fReVblik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambll^ ^^;£baran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694); ' ""

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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D^rJt Ranoangan Peratura^iDaerah tentang APBD dan Rancangan Peruturan Kepala

te:^ Penjabaran APBD sebagaima^^ diubah
36^ r ""•"orahun 20U tentang Perubahan atas Peraturan
Menten Date Negari Nomor 16 Tahun 2007 tentax.g

C^a Evaluasi Rancangan .Peraturan Daerah
en ang APBD dan Ranoangan Peratu:^ Kepala Daerah

.tentang Penjabaran APBD;
jmturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Soaial
sebagaimana telah diubah

' Peramran Menteri Dalam Negeri Nomor 39312 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

r? P^doman
D^^XT^ Bantuan Sosial Yang Bersumber
^ramran Dalam Negeri RepubUk Indonesia

omor 64^^^^2013 tentang Penerapan Standar
^ntans. Pe^„a Berbasis Akrual Pada Pcmerintah
Daerah; f

Peraturan Ment
tfjfw

tentang Pembentu

Peraturan Menteri

tentang Pedoman Pe,

29

30

31,

32

dan Belanja Daerah 2016;
•Peraturan Daerah Kabupit^Kepulauan Talaud Nomor
01 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daer^ Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2012 Nomor 01 Seri E)-

Negeri Nomor 1 Tahun 2014
>duk Hukum Daerah;

lam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Anggaran Pendapatan^n£



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pcndapat% Asli Blerah

b. Dana perimbangan

c. Lain-lain Pendapatg| t Sah
Jumlah Pendapitaa

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Bunga

3). Belanja Subsidi

4). Belanja Hibah

5). Belanja Bantuan Sosial

6). Belanja Bagi Hasil

7), Belanja Bantuan Keuangan
8). Belanja Tidak terduga

Jumlah belai^a Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai

2), Belanja Barang dan Jasa

3). Belanja Modal

Jumlah belanja Langsung

Jumlah Belanja

Defisit

Rp. 17.053.942.592,00.-
Rp. 718.218.582.660,00,-
Bsl 90.696.27Q SQ7 no,-
Rp. 825.968.805.149,00,-

359.484.481.125,72,-

0,00,-

0,00,-

3.215.000.000,00,-

2.256.000.000,00,-

1.116.744.800,00,-

14.578.981.251,28,"

^,6.ooo.QQo.ooo.on.-

.651.207.177,00,-

Rp. 27.051.702.559,00,-

Rp. 140.912.703.503,00,-

Rp. 220.581.129.69.'^,nn,-

Rp. 388.545.535.755,00,-

Rp. 875.196.742.932,00

Rp. 49.227.937.783,00



3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 63.180.000.000,00,-
Rp. 13.Q.S9. 062.217 00-

Rp.49,227.937.783,00,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.O,-

Ringkasan PWjab;
tercantum dalam

Pasal2

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ipirag. I Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Penjabaran APBD sebagaim^ |̂inaksud dalam pasal 1dirind lebih lanjut
dalam Lampiran II PeratuprfJuj^ti ini.

Pasal^4Lampiran sebagaimana terseb^^L Pasal 2dan Pasal 3merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari^iraturan Bupati ini.

§

Pasa|s5|ia _
Pelaksanaan :>eiyabaran APBD yang^tapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lep lanjut dalam Dokumen#elaksan^^ Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Da- >!. sesuai dengan ketentuanjg^^d^g-undangan.

Pasal 6

Sesuai dengan Pasal llA dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Bupati mencantumkan daftar
nama, penerima, alamat, penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana
dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.



Pasal 7
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud ini
tanggal ditetapkan.

w

I

's^i- %k

V:, .

ini mulai berlaku pada

Ditetapkan. dtJVIelonguane
%%,Desember 2015BUPATI KEPUXAUAN TALAUD

ptVI
.0.

0/-


